
 
 

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN 

PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DI KOTA SURABAYA 

MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 

 

 

SKRIPSI 

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh 
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan 

Nasional “Veteran” Jawa Timur 

 

Disusun Oleh :  

Marshellino Aurelio Nanda Wijaya 
NPM. 21071010317 

 

Kepada 

FAKULTAS HUKUM  

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL”VETERAN” JAWA TIMUR 
SURABAYA 

2025













vi 
 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur kepada Allah SWT yang atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat 

menyelesaikan Skripsi ini, dengan judul: “KEWENANGAN PEMERINTAH 
DAERAH DALAM PENGELOLAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN 
HEWAN DI KOTA SURABAYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 
23 TAHUN 2014” 

Penulis menyusun Skripsi ini bertujuan sebagai bentuk dari pemenuhan persyaratan 

untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) yang telah didasarkan pada 

kurikulum Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur. Tujuan dari penulisan 

Skripsi ini untuk menjadi pertambahan wawasan pembaca serta penulis, maka 

dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari. M.Si, selaku Dekan   Fakultas Hukum 

UPN “Veteran” Jawa Timur. 

2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum 

UPN “Veteran” Jawa Timur. 

3. Ibu Aldira Mara Ditta C. P. S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas 

Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur. 

4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas 

Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.  

5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi 

Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur. 

6. Bapak Hariyo Sulistiyantoro, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing Skripsi 

yang telah banyak membantu penulis dalam proses penyusunan dan 

penulisan Skripsi ini.  

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UPN “Veteran” Surabaya yang telah 

banyak membantu selama penulis belajar di Fakultas Hukum UPN 

“Veteran” Jawa Timur. 

8. Mama dan Papa selaku orang tua penulis yang selalu memberikan motivasi 

agar selalu semangat untuk menyelesaikan Skripsi ini. 



vii 
 

9. Kakak dan Adek Penulis yang selalu memberikan dukungan serta motivasi 

untuk menyelesaikan Skripsi ini.  

10. Dr. Yovan Iristian, S.H., M.H. yang selalu memberikan semangat dukungan 

dan membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini serta menjadi rekan 

diskusi guna menyelesaikan Skripsi ini 

11. Rekan rekan MJL group yang selalu mendukung penulis agar dapat 

menyelesaikan Skripsi ini sebaik-baiknya. 

12. Teman teman Fakultas Hukum UPN ” Veteran ” Jawa Timur yang tidak 

dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih 

diperlukannya kritik dan saran guna memperbaiki dan menyempurnakan 

penyusunan ini maka dari itu saran dan kritik yang diberikan sangat berarti bagi 

penulis. Besar harapan kami semoga kepenulisan ini memberikan manfaat 

terhadap berbagai pihak yang memiliki kepentingan baik secara umum maupun 

khusus. 

 

Surabaya, 10 September 2025  

 

  

      Penulis  



viii 
 

INTISARI 

 

Nama  : Marshellino Aurelio Nanda Wijaya 

NPM : 21071010317 

Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 30 Agustus 2003 

Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum 
 

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN 

PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DI KOTA SURABAYA 

MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 

ABSTRAK: 

Penelitian ini menganalisis kewenangan Pemerintah Daerah Surabaya dalam 
pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan kerangka hukum 
nasional. Latar belakang penelitian muncul dari meningkatnya kebutuhan pangan 
hewani dan maraknya peredaran daging ilegal yang membahayakan kesehatan 
masyarakat. Dengan pendekatan hukum normatif, kajian menunjukkan bahwa 
kewenangan daerah bersifat strategis, mencakup pengawasan rumah potong, 
distribusi, hingga penjaminan mutu produk. Hasil penelitian menegaskan urgensi 
pembentukan Peraturan Daerah tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk 
memperkuat kepastian hukum, mendukung ketahanan pangan, dan mencegah 
praktik ilegal secara berkelanjutan. 

Kata kunci: Kewenangan Pemerintah Daerah, Peternakan dan Kesehatan Hewan, 
Peraturan Daerah  
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